WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTAKNG

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAR,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanjn Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019 dan pemantauan rckening
pencrimaan dan pengeluaran kas olch Bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya, periu
ditetapkan Rekening Bank Perangkat Dacrah di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Rekening Bank Perangkat Dacrah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan dengan Peraturan
Walikota;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-Dacrah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogakarta,
sebogaimana  telah diubah  dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-hota
Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara



Memperhatikan :

Menetapkan

—
2

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Pckalongan dan Kabupaten Dacrah
Tingkat Il Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolann Keuangan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolann Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 Tentang Tata Cara Penatausahanan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali
ternkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKENING BANK

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
l:l'
3.

10,

11.
12,
13.
14.
15.

16.

17.

Dacrah adalah Kota Pekalongan.
Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat dacrah
pada pemerintah dacrah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, sclanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama olch pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dan
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas scbagai bendahara
umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dipimpinnya.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Kas Daernh adalah tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum
pengelolaan keuangan dacrah.

Rekening Kos Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan
uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Uang Daerah adalah uvang yang dikuasai oleh Bendahara Umum
Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas dacrah.
Pengeluaran Dacrah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah dacrah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kcwajiban pemerintah pengurang nilai
kekayaan bersih.

Badan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerjn Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah dacrah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk




menampung scluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
a. mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
b. pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan  keuangan  dacrah
diselenggarakan sebagaimana mestinya;
c. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap rekening di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,

BAB I
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a. Rekening BUD;

b. Rekening SKPD;

c. Rekening BLUD; dan
d. Rekening Lainnya

Bagian Kedua
Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

(1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Dacrah
pada PT. Bank Jateng Cabang Peckalongan dalam rangka
melaksanakan APBD Kota Pekalongan dengan rekening

1.007.00009.1
(2) Semua penerimaan dan Pengeluaran daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Dacrah.

Bagian Ketiga
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

(1} Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKFD
membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang
Pekalongan untuk menampung pemindahan dann yang bersumber
dari APBD Kota Pekalongan.

(2) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak
atas rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD.

(3) Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa bersaldo nihil.

(4) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran
SKPD wajib dinihilkan.



(5) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan
pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan
bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

(1) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat
membuka rekening untuk menampung pencrimaan dan
pengeluaran dana BLUD.

(2) Bunga dan/atau jasa giro rekening milik BLUD tidak disetorkan ke
Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan

(3) Bunga dan/atau jasa giro rekening BLUD dapat dipergunakan
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembukanan Rekening sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan
kepada BUD untuk disahkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rekening Lainnya

Pasal 7

(1) Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang
merupakan bagian dari SKPD.

(2) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD
selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini,
Pengguna Anggaran melaporkan ke Walikota melalui Bendahara
Umum Daerah.

(3) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak
atas rekening lainnya.

(4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan
pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan
bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Daftar rekening-rekening Bank Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota
ini.

BAB IV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening




Pasal 9

(1) PA/KPA/pemimpin BLUD mengajukan permohonan persctujuan
pembukaidn rekening pada Bank umum kepada Walikota.

(2) Berdasarkan Persetujuan dari Walikota PA atau KPA dapat
membuka rekening pada Bank Umum.

(3] Melaporkan pembukaan rekening vang dimaksud pada pasal (2)
kepada BUD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perubahan
Peraturan Walikota dengan melampirkan:

a.  Surat Persetujuan Pembukaan rekning yvang telah disctujui
olech Walikota
b. Nomor Rekening yang baru di buka

Bagian Kedua
Penutupan Rekening

Pasal 10

(1) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menutup  rekening  milik
SKPD/BLUD yang sudah tidak digunakan.

(2)  PA/KPA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan
rekening dan perubahan nama serta nomor rekening kepada BUD.

BAB VWV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomaor
2 Tahun 2018 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Januari 2019

M. SAELANY MACHFUDZ



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG

REKENING BANK UMUM PERANGEAT
DAERAH DI LINGRKUNGAN PEMERINTAH

KOTA PEKALONGAN

REKENING BANK UMUM PERANGHKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

- q REKENING
NO. PEMILIK REKENING TABUNGAN
Rekening Kas Daerah
1 Rekening Kas Umum Daerah 1-007-00009-1
Rekening SKPD
2 | Sckretariat Daerah 2.007-01500-6
J | Bagian Umum Setda Kota Pekalongan 2-007-01566-9
4 | Bagian Kesra Sctda Kota Pekalongan 2-007-04632-7
5 | Bagian Perckonomian Setda Kota Pekalongan 2-007-01567-7
6 | Bagian Pengadaan Barang Jasa dan 2-007-01574-0
Pengendalian Pembangunan
7 |Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota 2-007-01573-1
Pekalongan
8 | Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan 2-007-01568-5
9 | Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan 2-007-01571-5
10 | Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 2.007-12909-5
Setda Kota Pekalongan
11 | Bagian Humas Sctda Kota Pekalongan 2-007-12908-7
12 | Sekretariat DPRD - 2-007-01501-4
13 | Badan Keuangan Daerah 2-007-01502-2
14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 2-007-07892-0
Perijinan Terpadu Satu Pintu
15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 2-007-01504-9
dan Pengembangan Daerah
16 | Inspektorat 2-007-01505-7
17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2-007-01506-5
18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 2-007-01307-3
Perlindungan Anak
19 | Kecamatan Pekalongan Timur 2-007-01508-1
20 | Kecamatan Pekalongan Barat 2-007-01509-0
21 | Kecamatan Pekalongan Utara 2-007-01510-3
22 | Kecamatan Pekalongan Selatan 2-007-01511-1
23 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2-007-01512-0
24 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 2-007-01513-8
25 | Dinas Pertanian dan Pangan 2-007-01514-6
26 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM 2-007-01515-4
27 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 2-007-01516-2
Keluarga Berencana
28 | Dinas Kesehatan 2-007-01517-1

29

Dinas Pendidikan

2-007-01518-9
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REKENING

NO. PEMILIK REKENING TABUNGAN

158 | SD Negeri Krapyak Lor 02 2-007-03565-1
159 | SD Negeri Krapyak Lor 04 3-007-09810-2
160 | SD Negeri Krapyak Lor 05 2-007-03608-9
161 | SD Negeri Krapyak Kidul 02 2-007-03640-2
162 | SD Negeri Bandengan 01 2-007-03597-0
163 | SD Negeri Bandengan 02 2-007-03568-6
164 | SD Negeri Pabean 2-007-03613-5
165 | SD Negeri Degayu 01 2-007-03602-0
166 | SD Negeri Degayu 02 3-007-14889-4
167 | SMP Negeri | Pekalongan 3-007-09724-6
168 | SMP Negeri 2 Pekalongan 2-007-03583-0
169 | SMP Negeri 3 Pekalongan 2-007-03530-9
170 | SMP Negeri 4 Pekalongan 2-007-03495-7
171 [ SMP Negeri 5 Pekalongan 2-007-03499-0
172 | SMP Negeri 6 Pckalongan 2-007-03498-1
173 | SMP Negeri 7 Pekalongan 2-007-03589-9
174 | SMP Negeri 8 Pekalongan 2-007-03627-5
175 | SMP Negeri 9 Pekalongan 2-007-03630-5
176 | SMP Negeri 10 Pekalongan 2-007-03489-2
177 | SMP Negeri 11 Pekalongan 2-007-02797-7
178 | SMP Negeri 12 Pekalongan 3-007-10516-8
179 | SMP Negeri 13 Pekalongan 3-007-18565-0
180 | SMP Negeri 14 Pekalongan 2-007-03617-8
181 | SMP Negeri 15 Pekalongan 2-007-03629-1
182 | SMP Negeri 16 Pekalongan 2-007-08750-3
183 | SMP Negeri 17 Pekalongan 2-007-03483-3
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